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Optimalisasi Fungsi BPD Dalam Rangka Membahas dan Menyepakati RAPERDES
(Studi Kasus di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten )

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga mitra kerja Pemerintah Desa
yang diharapkan mampu memberikan trobosan dalam pemberdayaan dan pencerdasan
kepada masyarakat Desa dalam membangun kemandirian, kreativitas, mengatur rumah
tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat Desa untuk ikut serta dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Sehingga apa yang selama ini
yang didamba-dambakan oleh masyarakat Desa untuk memiliki otonomi dan integritas
sebagai kesatuan masyarakat serta kedaulatan dan hak wilayahnya dalam menjalankan
pemerintahan secara otonomi untuk menciptakan kemakmuran dapat tercapai. Setelah
lahir UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah membahas dan menyepakati RAPERDES
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Setiap fungsi tentunya harus bisa
dijalankan dengan baik dan optimal terutama dalam fungsi membahas dan menyepakati
RAPERDES bersama Kepala Desa. Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa
dalam membahas dan menyepakati RAPERDES bersama Kepala Desa sangat penting
untuk mewujudkan peraturan yang baik dan benar sesuai teori dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku pemerintahan dan tentu nya demi kemajuan desa dengan harapan
berdampak positif dalam segi kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci : badan permusyawaratan desa (BPD), fungsi, optimalisasi, peraturan desa
Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) is a partner institution for the Village Government
which is expected to be able to provide breakthroughs in empowerment and intelligence
to the Village community in building independence, creativity, managing their own
households and opening up space for the Village community to participate in the process
of governance and Village development. . So that what the Village community longs for
to have autonomy and integrity as a community unit as well as its sovereignty and
territorial rights in running the government autonomously to create prosperity can be
achieved. After the birth of Law No.6 of 2014 concerning Villages as described in
Article 55, the function of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) is to discuss and
agree on RAPERDES with the Village Head, accommodate and channel the aspirations
of the village community, and supervise the performance of the Village Head. Each
function must of course be carried out properly and optimally, especially in the function
of discussing and agreeing on RAPERDES with the Village Head. Optimizing the
function of the Village Consultative Body in discussing and agreeing on RAPERDES
together with the Village Head is very important to realize good and correct regulations
in accordance with the theory and legislation that applies to the government and of
course for the progress of the village with the hope of having a positive impact in terms
of welfare for thelocal community.

Keywords: badan permusyawaratan desa (BPD), function, optimization, village
regulation



1. PENDAHULUAN

Penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan NKRI di merupakan wujud dari keberadaan desa. Peningkatkan kualitas
hidup di Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkualitas akan
berpotensi mendorong kesejahteraan masayarakat Desa. Walaupun Desa merupakan
tingkatan pemerintahan terkecil, namun desa sangat berperan dalam pembangunan
nasional. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia hidup di pedesaan. Pada
prinsip nya tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi
yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa
dan kelurahan yang maju. Ini berarti dapat menjadi alasan bahwa kemajuan sebuah
negara ditentukan oleh kemajuan desa. Desa merupakan bagian organisasi pemerintah
yang berhadapan langsung dengan warga dengan seluruh latar balik kepentingan serta
kebutuhannya memiliki peranan yang sangat strategis, spesial nya dalam penerapan
tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan- kewenangan yang lebih
besar diiringi dengan pembiayaan serta dorongan fasilitas prasarana yang mencukupi
absolut dibutuhkan guna penguatan otonomi desa mengarah kemandirian desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angaka 1
memberikan penjelasan tentang Desa bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan diterbitkannya Undang — Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa,
posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang
Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan
masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat desa. Hadir nya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat
menjadi respons atau reaksi demi mengembalikan dan mengembangkan otonomi asli
Desa.

UU Desa lahir memberikan jawaban untuk ketidaksesuaian peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam lahirnya
UU Desa menimbulkan beragam cara dalam pelaksanaannya. Sejatinya urusan desa
menjadi urusan atau kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, namun dalam pengelolaannya ternyata Kementerian
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Desa dan PDT hanya mengurusi mengenai pembangunan saja, sedangkan mengenai
pemerintahan di desa diatur melalui Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan di desa
terbelah untuk urusan pemerintahan dan dipisahkan dari pembangunan. Kemudian
mengenai dana desa, pengaturan pengelolaan dana desa saat ini mengacu pada
peraturan-peraturan dari Kementerian Keuangan. Secara khusus, pemerintah daerah
juga memiliki peran dengan menerbitkan Peraturan Daerah berkaitan dengan desa.
Kondisi tersebut menimbulkan beragam aturan-aturan yang mengatur terhadap desa,
seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri (Permen Desa, Permendagri,
Permenkeu), Peraturan Daerah, dan juga aturan pengawasan pengelolaan desa (aparat
penegak hukum, inspektorat, satgas desa, BPK). UU Desa meletakkan status desa
sebagai badan hukum yang eksklusif yang terkait dengan pemerintahan negara.
Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Desa sebagali
salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi yang harus dengan
persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). Peraturan Desa cenderung
bersifat sangat teknis karena biasanya sifatnya hanya menjabarkan ketentuan
peraturan-undangan yang lebih tinggi.

Setelah lahir UU Desa nama Badan Perwakilan Desa telah berganti dengan
Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki definisi yaitu lembaga yang melakukan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan
Permusyawaratan Desa atau dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan
Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang
turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam Pemerintahan Desa.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dalam penjelasannya menyatakan bahwa kedudukan Badan
Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat desa. Sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, keberadaan
BPD diharapkan mampu menutup berbagai apa yang menjadi kelemahan dan
kekurangan Pemerintah Desa yang pelaksanaannya tidak boleh keluar dari koridor
pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) diharapkan mampu memberikan trobosan dalam pemberdayaan dan

pencerdasan kepada masyarakat Desa dalam membangun kemandirian, kreativitas,
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mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat Desa untuk ikut
serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Sehingga
apa yang selama ini yang didamba-dambakan oleh masyarakat Desa untuk memiliki
otonomi dan integritas sebagai kesatuan masyarakat serta kedaulatan dan hak
wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan secara otonomi untuk menciptakan
kemakmuran dapat tercapai.

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD yang fungsinya dalam
menampung segala aspirasi masyarakat dan melaksanakan fungsi pengawasan
maupun pembahasan RAPERDES memiliki peran yang sangatlah vital didalam
penigkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan
lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggota nya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan perwakilan dukuh dan ditetapkan secara demokratis.
BPD turut membahas dan melegalisasi berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. BPD juga memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa
dengan cara memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat.

2. METODE

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu studi kepustakaan,
yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan
mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan-bahan pustaka lain

yang terkait dengan obyek yang dikaji.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan yang sangat penting
karena merupakan wakil dari masyarakat desa. Masyarakat berharap Badan
Permusywaratan Desa dapat mengetahui setiap program yang dijalankan oleh Kepala
Desa dan menolak apabila terdapat program yang dianggap menyimpang ataupun
sampai merugikan masyarakat. Mekanisme nya bahwa setiap program yang
dijalankan oleh Kepala Desa sebelum nya harus atas persetujuan dari Badan
Permusyawaratan Desa. Perannya sebagai mitra kerja dan kedudukannya yang sejajar
dengan Kepala Desa memiliki tugas sebagai penyalur aspirasi desa, membahas dan

menyepakati peraturan dan sebagai pengawas.



Sebelum terbentuk UU Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014, hubungan Kepala
Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan tidak berfungsi dengan
baik. Sebelum nya Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi dengan baik dan
cenderung pasif. Setiap program yang dijalankan Kepala Desa selalu menyetujui
tanpa ada pertimbangan dan pengevaluasian terlebih dahulu cenderung pasif karena
setiap program yang dijalankan Kepala Desa selalu menyetujui tanpa ada
pertimbangan dan pengevaluasian terlebih dahulu sebelum dijalankan. Namun setelah
terbentuk nya UU Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014, Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa sebenarnya telah melakukan hubungan kemitraan yang sudah
baik. Namun tentunya ada suatu hal yang kurang dan perlu untuk di optimalkan demi
kesejahteraan masyarakat desa dan demi kemajuan desa itu sendiri.

Selama ini belum sejalan hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa
dengan Pemerintah Desa dalam hal ini dikhususkan kepada Kepala Desa. Kepala
Desa dalam menjalankan program harus dapat bekerja sama secara optimal dengan
Badan Permusyawaratan Desa. Sebab, hubungan kemitraan antara Kepala Desa
sebagai pelaksana program desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas
program yang dikerjakan oleh Kepala Desa harus berjalan sesuai dan beriringan demi
kemajuan desa. Transparansi menjadi kunci kesuksesan program yang ada didesa agar
terwujud dengan baik sebagaimana mestinya.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan paling sempurna,
paling maksimal dan paling diinginkan. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa bisa
diwujudkan dengan baik apabila di awali dari pribadi dari para anggota Badan
Permusyawaratan Desa untuk memiliki jiwa kedisiplinan dan tanggung jawab. Tekad
dan dedikasi tinggi untuk menjalakan fungsi nya akan membuat kinerja Badan
Permusyawaratan Desa dapat terlihat sangat optimal. Selain faktor kepribadian yang
merupakan faktor internal dari para anggota, juga terdapat upaya yang dapat
diwujudkan demi mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumya mengenai Pendidikan
baik dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli, dapat diketahui bahwa
Pendidikan penting untuk upaya pengoptimalan fungsi membahas dan menyepakati
RAPERDES. Dilihat dari data diatas bahwa tingkat pendidikan anggota Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten
yang relatif masih rendah merupakan salah satu faktor mengapa inisiatif lebih banyak

lahir dari Kepala Desa. Dari 7 (tujuh) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
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ada, 4 (empat) anggota dengan lulusan SMA, 1 (satu) anggota dengan lulusan SMP
dan ada 2 (dua) anggota dengan lulusan sarjana, akan tetapi lulusan sarjana yang
bukan paham mengenai legal drafting. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat
pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan
Desa dalam membahas dan menyepakati RAPERDES masih jauh untuk
direaliasasikan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumya mengenai pengalaman
kerja dari pendapat ahli, dapat diketahui bahwa, Pengalaman Kerja tentu sangat
berperan dalam pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam hal
membahas dan menyepakati RAPERDES. Ketika seseorang telah berpengalaman
dengan bidang tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dapat diraih. Dilihat dari
data pengalam kerja dan pekerjaan yang sekarang dari masing-masing anggota Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten,
ada 3 (tiga) anggota seorang wirausaha, dan 2 (dua) anggota adalah swasta, 2 (dua)
anggota adalah pedagang. Dengan keadaan pekerjaan seperti itu, maka dapat
dikatakan pekerjaan pokok anggota BPD Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom,
Kabupaten Klaten, tidak mendukung didalam pengoptimalan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati RAPERDES.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati RAPERDES masih jauh
untuk direaliasasikan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai
Pendidikan baik dari peraturan perundang-undangan dan beberapa pendapat ahli,
dapat diketahui bahwa Pemberian Pengetahuan penting untuk upaya pengoptimalan
fungsi membahas dan menyepakati RAPERDES. Berdasarkan hasil data diatas hanya
2 (satu) kali terdapat pelatihan kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa
dan yang mendatangkan narasumber hanya 1 (satu) kali. Sehingga pengoptimalan
fungsi membahas dan menyepakati RAPERDES sulit dicapai. Pendidikan dan
pelatihan penting demi tercapainya tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam
membahas dan menyepakati RAPERDES masih jauh untuk direaliasasikan.

Dengan anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa yang sangat sedikit

sehingga dalam tidak mendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam
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pengoptimalan fungsi nya. Selama ini anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa
di Desa Bonyokan relatif sedikit dan jauh dari yang diinginkan. Sebenarnya sesuai
bunyi UU No 16 tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa
mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Namun di Desa Bonyokan sendiri selama ini anggaran yang masuk
hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak ada nya anggaran yang
masuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Anggaran yang diperuntukkan untuk
Badan Permusyawaratan Desa merupakan faktor yang mempengaruhi pengoptimalan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati
RAPERDES. Dan untuk pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam
membahas dan menyepakati RAPERDES masih jauh untuk direaliasasikan.

Pertimbangan Undang-Undang diatasnya

Mekanisme pembuatan draft PERDES di Desa Bonyokan dimulai dari
pembahasan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawawaratan Desa, kemudian
setelah sepakat dibuat oleh Perangkat Desa dan lantas disepakati Kepala Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa. Terlihat bahwa dalam pertimbangan UU yang
ada diatas tidak sesuai Teori Hans Kelsen atau teorinya yang disebut dengan
“Stufenbau des Recht” atau Hierarchi Hukum bahwa norma itu berjenjang berlapis-
lapis dalam suatu susunan hierarki. Dalam memahami legal drafting yang baik,
landasan hukum yang harus dikuasai adalah Undang-Undang Negara Republik
Indonesia No. 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. dalam Pembentukan Peratuaran Desa (PERDES)
Bonyokan tentang Pengelolaan Pasar Desa tidak memahami legal drafing dengan
baik. Dari data dilapangan tentang pemahaman teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Bonyokan kesemua nya tidak paham mengenai hierarki perundang-undangan
(berjenjang) dan legal drafting dalam membentuk peraturan perundang-undangan
yang bak dan benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati RAPERDES

masih jauh untuk direaliasasikan.



4. PENUTUP

Berdasarkan analisis serta penelitian terhadap Optimalisasi fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Membahas dan Menyepakati
RAPERDES di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, maka
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa dari Pendidikan 7 (tujuh)
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonyokan masih tergolong
rendah dalam memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga
dalam pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka
Membahas dan Menyepakati RAPERDES belum dapat direalisasikan sesuai yang
diharapkan. Bahwa dari Pengalaman Kerja 7 (tujuh) anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) di Desa Bonyokan tidak mendukung didalam pengoptimalan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati RAPERDES.
Pengalaman Kerja dari ke 7 (tujuh) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Desa Bonyokan membuat pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam Rangka Membahas dan Menyepakati RAPERDES belum dapat direalisasikan
sesuai yang diharapkan. Bahwa dari Pemberian Pengetahuan untuk 7 (tujuh) anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonyokan tidak sesuai dengan Pasal
115 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 55
ayat 3 huruf a Permendagri No 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan
Desa. Selama ini pemberian pengetahuan untuk Badan Permusyawaratan Desa hanya
dari internal Badan Permusyawaratan Desa Bonyokan saja yang mengadakan.
Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten tidak pernah mengadakan. Sehingga dalam
upaya pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka
Membahas dan Menyepakati RAPERDES belum dapat direalisasikan sesuai yang
diharapkan. Bahwa dari Anggaran Untuk Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai
dengan Pasal 69 Permendagri No 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan
Desa. Anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan selama ini
hanya dari APBDes dan anggaran tersebut sangat sedikit. Sehingga dalam
pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Membahas
dan Menyepakati RAPERDES belum dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan.
Bahwa dalam indikator Pertimbangan UU yang diatasnya tidak sesuai dengan Teori
Hans Kelsen dan 7 (tujuh) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
Bonyokan tidak memahami legal drafting didalam teknik penyusunan peraturan

perundang-undangan. Pemahaman tentang legal drafting penting bagi anggota Badan
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Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang memiliki fungsi
membahas dan menyepakati RAPERDES untuk membentuk peraturan desa yang baik
sesuai dengan teori dan Undang-Undang.

Pemberian Pendidikan dan Pengetahuan kepada para anggota Badan
Permusyawaratan Desa harus direalisasikan terutama oleh Pemerintah Kabupaten
dalam bab tata cara pembuatan peraturan desa yang baik dan benar, sehingga perlu
diadakan pelatihan khusus tentang penyusunan peraturan perundanundangan (legal
Drafting) demi terwujudnya optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
terutama dikhususkan dalam Rangka Membahas dan Menyepakati RAPERDES.
Peningkatan anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa terutama Anggaran dari
Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi agar supaya para anggota Badan
Permusyawaratan Desa memiliki motivasi lebih dalam pengoptimalan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).
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